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KEMTAN. Pengeluaran Ruminansia Ternak Kecil
dan Babi.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 02/PERMENTAN/PK.230/1/2018

TENTANG

PENGELUARAN RUMINANSIA KECIL DAN BABI
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor
52 /Permentan/0T.140/9/2011 tentang Rekomendasi
Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Keluar
Wilayah Negara Republik Indonesia, dalam
pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan
perkembangan  perdagangan global dan  upaya
peningkatan perekonomian nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a serta sekaligus memenuhi
ketentuan Pasal 36A Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengeluaran
Ruminansia Ternak Kecil dan Babi Dari Wilayah Negara

Republik Indonesia;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan  Persetujuan Pembentukan  Organisasi
Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World
Trade Organization) (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5619);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4002);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5356);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/
OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina
dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 44 /Permentan/0OT.140/3/2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
94 /Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat
Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit
Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 428);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/
SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan
Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1243);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENGELUARAN RUMINANSIA KECIL DAN BABI DARI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Ruminansia Kecil adalah kelompok hewan mamalia yang
memamah biak dan mempunyai empat buah perut, yaitu
retikulum, rumen, omasum dan abomasum, meliputi
kambing dan domba/biri-biri.

Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi adalah kegiatan
untuk mengeluarkan ruminansia kecil dan babi dari
wilayah negara Republik Indonesia.

Rekomendasi Pengeluaran yang selanjutnya disebut
Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada
Pelaku Usaha yang akan mengeluarkan ternak potong.
Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang
berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan
menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu
diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari
perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan
yang dimanfaatkan manusia.

Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang
ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan
manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit
hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak
langsung dengan media perantara mekanis.

Kode HS adalah bahasa Numerik secara klasifikasi
produk atau bahan produk sebagai standar internasional
untuk pelaporan barang di bea cukai dan instansi

pemerintah.
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Pelaku Usaha adalah badan wusaha, baik berbadan
hukum maupun bukan berbadan hukum.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
di bidang pertanian.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah
pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan
Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi
ternak serta kesehatan hewan.

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan
Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala
Pusat PVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di
lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan,
pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan
dan rekomendasi teknis pertanian.

Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas
Provinsi adalah unsur perangkat daerah provinsi yang
menyelenggarakan sub wurusan peternakan dan/atau

kesehatan hewan.

Pasal 2

Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dapat dilakukan
oleh Pelaku Usaha setelah mendapat izin pengeluaran
dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Izin pengeluaran sebagaimana dikmaksud pada ayat (1)
diberikan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri.
Menteri dalam memberikan Rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya
dimandatkan kepada Direktur Jenderal atas nama

Menteri.
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